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ABSTRAK 

 

Salah satu alat bukti penting adalah keterangan saksi dan korban. Banyak kasus 

belum dapat diselesaikan secara cepat atau tidak terungkap, karena tidak ada atau 

kurangnya alat bukti. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan 

pribadinya dari ancama fisik maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem hukum 

positif di Indonesia dan  kedudukan hukum Lembaga ini dalam telaah hukum positif di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi 

penelitian deskriptif analitis.  

Perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Dalam teori 

pemakaian alat bukti, saksi merupakan salah satu alat bukti. Kehadiran seorang saksi 

sangat berarti dalam penyelesaian kasus. Kedudukan saksi dan korban dalam proses 

peradilan pidana menempati posisi kunci (Pasal 184 KUHAP). Sebagai alat bukti utama, 

dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Dalam KUHAP 

tidak dibahas pentingnya melindungi saksi dan korban. Pengaturan perlindungan hanya 

ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Asas 

aquality before the law dalam UU ini merupakan hal yang penting, karena asas tersebut 

fundamental dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan dalam UU ini adalah dalam 

bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang 

yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya. 

Perlindungan lain untuk saksi atau korban diatur dalam UU ini meliputi: 1. memberikan 

kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa,tentunya 

setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1), 2. saksi,korban,dan pelapor tidak dapat 

dituntut secara hukum atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang 

dibentuk berdasarkan UU No. 13 tahun 2006. Keberadaan Lembaga ini lahir sebagai 

lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban (Pasal 1 ayat (3)). UU 

No, 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah 

lembaga yang mandiri. Maksud mandiri dalam undangundang ini adalah sebuah lembaga 

yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state 

organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik 

Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga 

cabang kekuasaan tersebut. 

 

Kata Kunci: Implemetasi Yuridis,Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban 

 

 

  



PENDAHULUAN 

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum 

diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Udang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau 

terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi 

manusia.
1
 

Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan 

undang-undang tersendiri. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before 

the law) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, saksi dan korban dalam proses 

peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.
2
 

Salah satu alat bukti yang menetukan adalah yang menyangkut keterangan saksi 

dan korban. Sebagaimana di ketahui bersama, banyak kasus yang terjadi belum dapat 

diselesaikan secara cepat atau tidak dapat terungkap, karena tidak ada atau kurangnya alat 

bukti yang didapat antara lain dari saksi dan korban.
3
 

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas kamanan 

pribadinya dari ancama fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana. Di samping 

itu, sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk 

memilih dan menetukan bentuk perlindungan dan keamanan, hak untuk mendapatkan 

nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan 

identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya 

transportasi sesuai kebutuhan.
4
 

Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting 

karena kerap keterangan saksi dapat memengaruhi dan menentukan kecenderungan 

keputusan hakim. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum 

karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko 

dalam mengungkap kebenaran materiil. Untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah 

tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau 

meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang 

saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka atau terdakwa, maka ada 

kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah 

memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam 

keberadaan saksi dan korban. 

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi 

dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi 

dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap 

keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. 

Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di 

telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang 

Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-undang 

Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, 

keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun 
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tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, 

administrasi, SDM, pengawasan, serta tranparansi dan akuntabilitas dari LPSK.
5
 

 

PEMBAHASAN 

Secara normative KUHAP khusus memberikan hak pada saksi, dan korban , 

namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dimana hak asasi untuk 

memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat 

pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alas an klasik, yaitu ketiadaan dana. 

Dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban-

korban dalam posisi yang lemah.
6
 

Sekalipun KUHAP telah memberikan suatu arahan perlakuan yang sama terhadap 

semua saksi, tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran- pelanggaran seperti: saksi 

tidak boleh didampingi penasihat hukum, saksi ditekan dan diancam tanpa dapat berbuat 

apa-apa.
7
 O.C. Kaligis mengemukakan:

8
 “seiring dengan adagium bahwa penggunaan 

Hukum Pidana selalu merupakan ultimum remedium bagi setiap upaya penindakan 

kejahatan. Sejalan juga dengan perkembangan pemikiran bahwa pemidanaan bukanlah 

bertujuan sebagai pembalasan (lex tallionis), melainkan untuk tujuan lain yaitu 

“pemasyarakatan.”.  

Uraian di atas penunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor 

penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas 

mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
9
 

Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan 

bahwa pertanyaan yang bersifat “sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi 

atau terdakwa. Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang 

manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur 

menceritakan hal sesuatu, seoalah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. 

Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya 

ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.
10

 Sedangkan S.M. 

Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang 

diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya 

bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.
11

  

Kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana menempati posisi 

kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara 

tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah 

dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus 

pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula 

dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, 

keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah 
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atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar 

dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. 

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi 

tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak 

hukum. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi 

untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar 

saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang 

diketehaui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang 

kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini 

adalah hak saksi, dengan demikian Undang-Undang memberikan hak bagi saksi berupa 

perlindungan bagi saksi itu sendiri. 

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan inipun 

masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir 

KUHAP,dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat 

sendiri,ia dengar sendiri,dan ia alami sendiri.
12

 Penggunaan doktrin inilah yang kemudian 

akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu.Karena 

dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang 

yang mendengar,melihat,atau mengalami sendiri perkara tersebut.Oleh karena itu pula 

maka Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006  ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi 

orang-orang berstatus whistlebower.
13

 Selain itu dalam konteks “definisi saksi” yang 

terbatas tersebut, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ini juga (tidak ada 

ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat 

penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang 

berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).
14

 

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat 

dikatakan baru.Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan 

kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata 

maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang member kemungkinan kata saksi 

dipergunakan.Dalam teori tentang pemakaian alat bukti,maka saksi merupakan salah satu 

bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses 

peradilan.Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian 

kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan.Kehadiran seorang saksi sangat 

berarti dalam penyelesaian kasus. 

 

KESIMPULAN 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disebut dengan LPSK adalah 

lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban lahir sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban 

seperti yang tertuang pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 

tahun 2006. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud 

mandiri dalam undangundang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen 

(biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organs) yang di 

idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, 
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Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang 

kekuasaan tersebut. 
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